
 

 

 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 39 TAHUN 2023 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN 

BERMOTOR TAHUN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah dalam 

rangka mendukung pembangunan daerah serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, perlu 

diberikan penghapusan sanksi administratif pajak 

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan 

bermotor; 

c. bahwa mendasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) 

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat 

memberikan penghapusan sanksi administratif untuk 

jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

 

 

 

 

 SALINAN 



 

d. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang 

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Tahun 2023 belum sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan, sehingga perlu diubah; 

e. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 

d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang 

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Tahun 2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 827); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- 

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa 

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

33 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi 

Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023 (Berita Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 33); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA 

KENDARAAN BERMOTOR TAHUN  2023  

 

 

 

 

 

 



 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang 

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 

2023 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2023 Nomor 33) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Penghapusan sanksi administratif PKB dan BBN-KB 

diberikan kepada pemilik Kendaraan Bermotor yang 

melakukan pendaftaran dan/atau pembayaran pada 

tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 

2023. 

(2) Penghapusan sanksi administratif PKB dan BBN-KB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 

bentuk penghapusan: 

a. bunga; dan/atau  

b. denda. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

 

  Ditetapkan di Yogyakarta 

 pada tanggal 29 September 2023 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

HAMENGKU BUWONO X 

 

Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 29 September 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

ttd. 

 

BENY SUHARSONO  

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 39 

 

 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 
ADI BAYU KRISTANTO 

NIP. 19720711 199703 1 006 



 

  


